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1. Konsonan  
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan 
Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan 
tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda 
sekaligus.  




Nama  Huruf Latin  Nama  
ا alif  tidak 
dilambangkan 
tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث sa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح ha ḥ ha (dengan titik di 
bawah) 
خ kha Kh ka dan ha  
د dal  D De 
ذ zal Ż zet (dengan titik diatas) 
ر ra R Er 
ز zai Z zet  
س sin S Es 
ش syin Sy es dan ye  




ض dad ḍ de (dengan titik di 
bawah) 
ط ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za ẓ zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ‘ koma terbalik (di atas) 
غ gain G Ge 
ؼ fa F Ef 
ؽ qaf Q Ki 
ؾ kaf K Ka 
ؿ lam L El 
ـ mim M Em 
ف nun N En 
ك wau W We 
ق ha H Ha 
ء hamzah ` apostrof 
ي ya Y Ye 
 
2. Vokal  
Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri 
dari vocal tunggal atau menoftong, dan vocal rangkap atau diftong. 
a. Vocal tunggal 
Vocal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa 






Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
------  َ------  Fathah a a 
------  َ ------ Kasrah i i 
------  َ ------ Dhammah u u 
 
b. Vocal rangkap  
Vocal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa 
gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa 
gabungan huruf, yaitu: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
---  َ----  fathah dan ya ai a dan i 
- ---  َ--  fathah dan 
wau 
au a dan u 
 
Contoh:  
Rajala  َلَجَر yakhruju   ُُجرأَيَ  
Fa’ala   َلَعَػف qaumun  ٌـ أوَػق 
La’ana   َنَعَل 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat 







Nama Huruf Latin Nama 
--  َ --   َ- -- fathah dan alif atau 
ya 
ā a dan garis di 
atas 
----  َ ----- kasrah dan ya ī i dan garis di 
atas 
----  َ-----  dhammah dan wau ū u dan garis di 
atas 
Contoh:  
Qāla  :  َؿَاق  al-Rajūlun   :  ٌؿأوُجَرألا   
Nisā’a  :   َءاَسِن  Mutasyabbihīna  :  َ أيِهِّبَشَتُم   
4. Ta Marbutoh 
Transliterasi untuk ta marbutoh ada dua, yaitu: 
a. Ta marbutoh hidup: yaitu ta marbutoh yang hidup atau mendapat 
harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.  
b. Ta marbutoh mati: yaitu ta marbutoh yang mati atau mendapat 
harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.  
c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutoh diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata 








Syu’bah Maula ‘Abdillah   :  للهادبع لىوم ةبعش 
Al-Madīnatul Munawwarah  : ةرونم ةنيدلما   
5. Syaddah atau Tasydid 
Syaddah atau Tasydid yang dalam system penulisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda 
tasydid, dalam transliterasinya tanda syaddah tersebut dilambangkan 
dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda 
syaddah.  
Contoh: 
Ḥaddaśanā   Q :  انثّدح 
Rabbanā   :  اّنبر 
6. Kata sandang  
Kata sandang dalam system penulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf لا namun dalam transliterasinya ini kata sandang 
dibedakan atas kata sandang yang dikuti huruf syamsiah dan kata 
sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.  
a. Kata sandang mengikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti 
dengan huruf yang sama dengan huruf langsung mengikuti kata 





b. Kata sandang diikuti huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti huruf qamariah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan 
dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf 
syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah 
dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.  
Contoh: 
Al-Rajulu  : لىجرلا 
Al-Nisa’a : ءاسنلا 
Al-Isnad  : دانسلاا 
7. Hamzah 
Dinyatakan di depan bahwa hazah ditransliterasikan dengan 
apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di 
tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak 
dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 
Anna  :   نا  
Syai’un :   ئيش  
Al-Nisā’a : ءاّسنلا 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya, setiap kata baik fi’il, isim, maupun harf, 
ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan 
huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada 
huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka, dalam transliterasi ini 
xiv 
 
penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 
mengikutinya.  
Contoh:  
Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn : نيقزرلا ريخ ىهل نإ و 






Pembiayaan bermasalah merupakan suatu permasalah dasar yang 
selalu dihadapi oleh lembaga keuangan tak terkecuali KSPPS Marhamah 
Wonosobo. Karenanya KSPPS Marhamah Wonosobo memliliki beberapa 
strategi dalam menyelesaiakan permasalahan seputar pembiayaan 
bermasalah, dimana salah satunya ialah dengan melakukan eksekusi 
jaminan hak tanggungan. Eksekusi jaminan hak tanggungan dilakukan 
sebagai upaya terakhir dalam prosedur penyelesaian pembiayaan 
bermasalah. Karenanya eksekusi jaminan hak tanggungan ini sering 
disebut sebagai puncak dari piramida sebuah tahapan penyelesaian 
pembiayaan bermasalah. 
Dalam penelitian ini mengusung 2 rumusan masalah diantaranya 
yang pertama yaitu mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab 
terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo 
Cabang Kertek. Yang kedua mengenai bagaimana 
pelaksanaan/mekanisme eksekusi jaminan hak tanggungan apabila 
anggota wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan di KSPPS Marhamah 
Wonosobo. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 
dengan pendekatan kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian 
ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui metode 
wawancara dan dokumentasi. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat beberapa 
faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi terjadinya 
pembiayaan bermasalah. KSPSS Marhamah melakukan eksekusi jaminan 
sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah bagi anggota yang 
mengalami wanprestasi dimana eksekusi jaminan ini merupakan puncak 
piramida dari sebuah tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dan 
KSPPS Marhamah melakukan eksekusi jaminan melalui KPKNL 
setempat. 
 
Kata Kunci : Eksekusi Jaminan, Jaminan Hak Tanggungan, 
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A. Latar Belakang 
Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah satu agen 
pembangunan (agent of development). Hal ini dikarenakan adanya 
fungsi utama dari perbankan itu sendiri adalah lembaga yang 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau 
pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi 
keuangan (financial intermediary function). Perbankan nasional 
memegang peranan strategis dalam kaitannya dengan penyediaan 
permodalan pengembangan sektor-sektor produktif, lembaga 
perbankan hampir ada disetiap negara karena keberadaannya sangat 




Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan 
perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu 
sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang 
memenuhi prinsip syariah. Gagasan utama mendirikan bank syariah 
di indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-
an yang dibicarakan dalam seminar nasional hubungan Indonesia-
Timur Tengah pada tahun 1970 dan 1976. Bank syariah pertama yang 
                                                          
1
 Trisadini P.Usanti, Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, Jakarta: PT 





didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat indonesia. Kehadiran 
Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 telah memberikan 
inspirasi untuk membangun kembali sistem keuangan yang lebih 
dapat menyentuh kalangan bawah.  Namun Operasional BMI belum 
mampu menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, oleh 
karena itu muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga 
keuangan mikro seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 
dan juga Baitul Mall Wattamwil (BMT). 
Baitul Mall Wattamwil (BMT) adalah lembaga keuangan 
mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
2
 BMT 
terdiri dari dua istilah, yaitu “baitulmal” dan “baitultamwil”. 
Baitulmal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam 
mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, 
infak, dan sedekah. Baitultamwil merupakan istilah untuk organisasi 
yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial atau lembaga 
akan melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan (tabungan maupun deposito) dan menyalurkan 
kembali kepada masyarakat dalam bentuk  pembiayaan berdasarkan 
prinsip syari’ah melalui mekanisme yang lazim dalam 
perbankan.
3
Dengan demikian, BMT memiliki peran ganda yaitu 
fungsi sosial dan fungsi komersial. Dalam operasinya, BMT 
                                                          
2
 Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek lembaga Keuangan Mikro Syariah, 
Yogjakarta: UII Press, 2002, h.17 
3
Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah, 
Yogyakarta: UII Press, 2002, h.67 
 
3 
menggunakan badan hukum koperasi. Oleh karena itu, BMT sering 
disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah.
4
 Namun Koperasi 
Jasa Keuangan (KJKS) belum banyak dikenal oleh masyarakat. 
Masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah BMT.  
Pada Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), sebelum 
menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5
 Mengingat jasa keuangan merupakan 
kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan dan bukan Kementrian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah (Kemenkop UKM), maka 
Kemenkop UKM mengeluarkan peraturan tentang kegiatan usaha 
simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi agar BMT-
BMT yang berbadan hukum koperasi dan menamakan dirinya KJKS 
supaya beralih menjadi KSPPS. Sesuai dengan Permenkop Nomor 16 
Tahun 2016, Koperasi SimpanPinjam dan Pembiayaan Syariah 
selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang 
kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan 




Menurut Wangsawidjaja, pembiayaan adalah penyediaan 
dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 
                                                          
4
 Rizal Yaya, Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta: Salemba Empat, 
2014,  h.21 
5
 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro 
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1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewabeli 
dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik; 
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, 
Istishna; 
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang Qard; dan 
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk 
transaksi multijasa. 
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 
syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 
dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana 
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa 
imbalan atau bagi hasil.
7
 
Dalam melakukan penyaluran dana atau pembiayaan ada 
beberapa hal yang harus diperhatikan oleh KSPPS Marhamah 
Wonosobo Cabang Kertek dalam rangka melindungi dan 
mengamankan dana masyarakat yang dikelola untuk disalurkan 
dalam bentuk pembiayaan, yaitu: 
a. Harus dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 
b. Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan 
calon anggotauntuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang 
diperjanjikan. 
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c. Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bagi kedua 
belah pihak. 
d. Harus memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat. 
KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek dalam 
memberikan pembiayaan kepada anggota atau masyarakat sangat 
memperhatikan prisip kehati-hatian untuk menjaga operasionalnya 
dan untuk menentukan apakah anggota layak diberikan pembiayaan. 
Sebelum pihak KSPPS MARHAMAH WONOSOBO CABANG 
KERTEK memutuskan apakah permohonan pembiayaan dari anggota 
diterima atau ditolak, terlebih dahulu pihak KSPPS harus 
memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip pembiayaan yaitu 
prinsip 5C ,diantaranya: Character (karakter nasabah), Capacity 
(kemampuan nasabah), Capital (besarnya modal yang diperlukan 
nasabah), Collateral (jaminan), Condition (keadaan usaha nasabah 
prospek atau tidak).
8
 Meski begitu masih seringkali terjadi masalah 
dalam pembiayaan yaitu terjadinya pembiayaan bermasalah yang 
diakibatkan dimana anggota tidak mampu mengembalikan atau  
melunasi pinjaman sesuai waktu pengembalian pinjaman sesuai 
kesepakatan. 
Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang 
diberikan oleh bank sangat beresiko, sehingga dalam pelaksanaanya 
bank harus memperhatikan asas-asas berdasarkan prinsip syariah 
yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian 
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kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti 
keyakinan atas kemempuan dan kesanggupan nasabah untuk 
melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan 
faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh 
keyakinan tersebut, sebelum memberikan pembiayaan bank harus 
melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, 
modal, agunan, dana prospek usaha dari nasabah.
9
Oleh karena itu 
dalam pemberian pembiayaan KSPPS Marhamah mensyaratkan 
bahwasannya harus menggunakan jaminan atau agunan. 
Fungsi dari pemberian jaminan adalah guna memberikan hak 
dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan 
barang-barang jaminan tersebut, bila debitor bercidera janji tidak 
membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan 
dalam perjanjian.Jaminan yang diserahkan oleh pihak anggota, pihak 
KSPPS mempunyai kewajiban untuk melindungi anggotanya, karena 
hal ini berkaitan dengan kepentingan KSPPS selaku penerima 
jaminan. 
Dalam rangka pencapaian tujuan ekonomi, maka pembiayaan 
harus diberikan dengan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak 
yang berkepentingan, yang salah satunya adalah membuat perjanjian 
pembiayaan yang berfungsi memberi batasan hak dan kewajiban bagi 
pihak-pihak tersebut. Perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian 
pokok yang diikuti dengan perjanjian penjaminan sebagai perjanjian 
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tambahan. Keduanya dibuat secara terpisah, namun kedudukan 
perjanjian penjaminan sangat tergantung dari perjanjian pokoknya. 
Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada 
pihak KSPPS, sehingga apabila anggota wanprestasi maka KSPPS 
tetap mendapatkan hak atas piutangnya. 
Selain perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, maka 
diperlukan juga adanya perjanjian penjaminan baik berupa benda 
bergerak maupun benda tidak bergerak. Untuk itu diperlukan 
lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberi kepastian 
hukum bagi pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang 
terlibat melalui lembaga ini. Lembaga hak jaminan dibutuhkan 
karena sudah semakin banyak kegiatan pembangunan khususnya di 
bidang ekonomi yang membutuhkan dana yang cukup besar, dimana 
sebagian besar dana itu diperoleh melalui kegiatan pembiayaan serta 
untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, 
dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Terdapat beberapa jenis jaminan yang digunakan untuk 
penjaminan pembiayaan salah satunya yaitu Jaminan Hak 
Tanggungan Atas Tanah. Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah akan 
diikat resmi oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan 
demikian apabila ternyata di kemudian hari anggota cidera janji, 
maka akan memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam 
penyelesaian hutang piutang karena tanpa melalui proses gugatan 





Sertipikat Hak Tanggungan merupakan landasan hukum bagi 
pemberi piutang sebagai upaya untuk mempercepat pelunasan 
pembiayaan. Dengan kata lain apabila anggota wanprestasi dalam 
perjanjian dimana anggota tidak mampu dan tidak memiliki itikad 
baik untuk melunasi kewajiban anggota sesuai dengan perjanjian 
yang telah dibuat maka akan ditempuh jalur eksekusi jaminan dengan 
tujuan untuk menjual atau mengeksekusi jaminan dalam rangka 
pelunasan hutang anggota melalui pelelangan yang dilakukan di 
KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). 
Eksekusi Jaminan ini merupakan puncak piramida dari 
sebuah penyelesaian permasalahan pembiayaan bermasalah. Dari 13 
BMT/KSPPS yang ada di Kabupaten Wonosobo hanya BMT Al-
Huda dan KSPPS Marhamah yang berani melakukan eksekusi 
jaminan. 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik 
untuk mengadakan penelitian dengan judul “EKSEKUSI 
JAMINAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI UPAYA 
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS 
MARHAMAH WONOSOBO CABANG KERTEK” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, diharapkan 
pembahasan selanjutnya dapat dituangkan secara rinci mengenai hal-
hal yang berkaitan dengan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan, maka 
dapat dirumuskan sebagai berikut:   
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1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya 
pembiayaan bermasalah di Kspps Marhamah Wonosobo Cabang 
Kertek ? 
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan 
apabila anggota wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan 
tersebut di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan proposal ini 
antara lain sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi 
penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Kspps 
Marhamah Cabang kertek. 
b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan 
hak tanggungan di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang 
Kertek. 
2. Manfaat penelitian 
Adapun manfaat penelitian yang bisa diambil antara lain 
sebagai berikut:  
a. Manfaat praktis 
1) Bagi penulis atau peneliti 
Menerapkan teori-teori ilmu di bangku 





dan menambah wawasan serta pengetahuan khususnya 
dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. 
2) Bagi lembaga pendidikan 
Sebagai suatu hasil karya yang dijadikan sebagai 
bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak 
lain yang mempunyai ketertarikan meneliti di bidang 
yang sama. 
b. Manfaat teoritis 
1) Sebagai bahan pembanding secara teori dan praktek 
kenyataan yang terjadi di lapangan. 
2) Sebaagai cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, 
baik berupa temuan baru, pengembangan ilmu atau teori 
yang telah usang.  
3) Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.  
 
D. Tinjauan Pustaka 
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan telaah 
pustaka dari berbagai kajian penelitian yang relevan dengan judul 
yang penulis ambil, diantaranya yaitu : 
Tesis Yunianto Sukaredjo, dengan Judul “Penyelesaian 
Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Di PT. 
Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang)” menyimpulkan 
bahwa penyelesaian kredit macet yang dijamin dengan hak 
tanggungan dalam prakteknya belum dimanfaatkan secara optimal 
oleh kalangan perbankan sehingga tidak dapat memanfaatkan 
 
11 
ketentuan pasal 6 UU Hak Tanggugan, dan terdapat beberapa faktor 
yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah salah satunya 
mengenai kurang optimalnya 5C dalam analisis calon nasabah.
10
 
Yang kedua yaitu skripsi Bekti Krestiantoro, yang berjudul 
“Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Hak 
Tanggungan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 
Semarang” menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah diantaranya 
terdapat beberapa faktor internal maupun faktor eksternal. Dan 
pelaksanaan eksekusi jaminan apabila nasabah wanprestasi bank 
tidak langsung melalukan eksekusi jaminan melainkan melakukan 
pendekatan persuasif terlebih dahulu kepada nasabah dengan 
melakukan restrukturisasi. Proses litigasi akan ditempuh apabila 
nasabah tidak memiliki iktikad baik maka pihak bank bisa melakukan 
eksekusi jaminan. 
Ketiga yaitu Tugas Akhir Ulfi Suseni, yang berjudul 
“Analisis Pelaksanaan Eksekusi Agunan di KSPPS Tamziz Bina 
Utama Wonosobo”11 menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor 
yaitu faktor masalah keluarga, usaha anggota kurang lancar dan 
karakter anggota yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah. 
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Selain itu pelaksanaan eksekusi pada agunan pembiayaan dapat 
melalui jual berdama dan melalui KPKNL.  
Setelah menelaah penjabaran tersebut, penulis mengambil 
kesimpulan bahwa penelitian tentang Eksekusi Jaminan Hak 
Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di 
KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek belum pernah 
dilakukan. 
 
E. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam Proposal ini, penulis menggunakan jenis penelitian 
lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif lebih 
bersikap deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau 
gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Dalam 
penelitian ini data hasil penelitian lebih berkenaan degan 
interprestasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Objek 
penelitian dalam proposal ini yakni KSPPS Marhamah Wonosobo 
Cabang Kertek. 
2. Sumber Data 
a. Data primer 
Data primer merupakan sumber data penelitian yang 





 Sumber data primer dalam penelitian ini penulis 
dapatkan dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait 
tentang Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan sebagai upaya 
penyeselaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah 
Wonosobo Cabang Kertek Semarang yaitu Account Officer, 
Manajer Area, Bagian Legal, Bagian Pelelangan dan Petugas 
Lelang di KPKNL Purwokerto. 
b. Data sekunder 
Data sekunder merupakan data yang didapat dari 
catatan, buku, majalah, artikel, buku – buku sebagai teori dal 
lain sebagainya.
13
Sumber data sekunder dalam penelitian ini 
penulis dapatkan melalui internet dan buku-buku serta bahan-
bahan pustaka yang berkaitan dengan eksekusi jaminan hak 
tanggungan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan 
bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek. 
3. Metode Pengumpulan Data 
a. Metode wawancara 
Wawancara atau interview adalah sebuah proses 
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 
tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 
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dengan responden atau orang yang diwawancarai.
14
wawancara 
dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur 
dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun 
dengan menggunakan telepon.
15
Disini penulis melakukan 
wawancara dengan kepala cabang, Account Officer (AO) di 
KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek, internal audit, 
bagian pelelangan di KSPSS Marhamah dan Petugas 
Pelelangan di KPKNL Purwokerto. 
b. Metode observasi 
Observasi adalah kemampuan seseorang untuk 
menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera 
mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.
16
Dimana 
kegiatan ini dilakukan dengan mencatat informasi yang 
dilihat, selain melihat juga bisa mendengarkan dan merasakan 
yang kemudian dicatat seobyektif mungkin. Disini penulis 
melakukan pengamatan langsung dan melihat  proses 
pembiayaan dengan prinsip 5C yang mecegah timbulnya 
pembiayaan bermasalah.  
c. Metode dokumentasi 
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Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 
berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-
karya monumental dari seseorang.
17
 Dokumen diperlukan 
untuk mendukung kelengkapan data yang lain. Dokumen pada 
penelitian ini penulis dapatkan baik secara langsung dari pihak 
KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertekdan juga proses 
pelelangan yang berlangsung di KPKNL Purwokerto.  
F. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pemahaman isi Proposal ini, penulis 
akan menjelaskan sistematika penulisan yang dibagi menjadi lima 
bab sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Berisi tentang pokok bahasan secara teoritis eksekusi 
jaminan hak tanggungan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan 
bermasalah. 
BAB III  GAMBARAN UMUM DI KSPPS MARHAMAH 
WONOSOBO CABANG KERTEK 
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Berisi tentang: Sejarah berdirinya, profil, visi dan misi, 
struktur organisasi dan mengenai eksekusi jaminan hak tanggungan 
sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. 
BAB IVPEMBAHASAN 
Berisi tentang: faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab 
terjadinya pembiayaan bermasalah di Kspps Marhamah Cabang 
Kertek, serta bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan hak 
tanggungan di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek. 
BABV PENUTUP 








1. Pengertian dan Fungsi Jaminan 
Adanya jaminan sangatlah penting dalam suatu 
perjanjian/akad pembiayaan. Karena pada dasarnya pembiayan 
berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank 
mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus 
memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah. Untuk mnegurangi resiko tersebut, jaminan pemberian 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan 
atas kemampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai 
dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus 
diperhatikan. 
Jaminan secara umum berfungsi sebagi jaminan 
pelunasan pembiyaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, 
kemampuan, modal dan prospek usaha yang dimiliki nasabah 
merupakan jaminan immateril yang berfungsi sebagai first way 
out. Dengan jaminan immateril tersebut diharapkan nasabah 
mampu mengelola perusahaannya dengan baik sehingga 
memperoleh pendapatan (revenue) bisnis guna melunasi 
pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Jaminan pembiayaan 
berupa agunan bersifat materiil/kebendaan berfungsi sebagai 
second way out. Sebagai second way out, pelaksanaan 
 
18 
penjualan/eksekusi aguanan baru dilakukan apabila debitur gagal 
memenuhi kewajibannya melalui first way out. 
18
 
Sesuai dengan fatwa DSN No 7 tentang jaminan, bahwa 
“Jaminan hanya dapat dicairkan apabila nasabah melakukan 
kesalahan yang disengaja, lalai dan menyalahi aturan”. Artinya 
adalah jaminan dalam perbankan syariah hanya dijadikan sebagai 
alternative terahir setelah meyakini bahwa usaha nasabah 
dianggap tidak bisa idtolong atau diselamatkan, sehingga jaminan 
menjadi alternative terahir bank untuk mendapatkan 
pengembalian modal yang telah dicairkan dalam bentuk 
pembiayaan kepada nasabah. 
2. Jenis-Jenis Jaminan atas Pembiayaan 
Terdapat 2 jenis jaminan yang digunakan sebagai 
jaminan atas pembiayaan yaitu jaminan berwujud (materiil) dan 
jaminan tidak berwujud (immateril). Jaminan berwujud (materiil) 
terdiri dari : 
a) Hak Tanggungan 
Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang 
dibebankan pada hak atas tanah sebagimana yang dimaksud 
dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-
pokok agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain 
yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk 
pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 
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Pemberi hak tanggungan adalah orang atau badan 
hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan 
perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang 
bersangkutan. Pemegang hak tanggungan adalah orang atau 
badan hukum yang berkedudukan sebagi pihak yang 
berpiutang. Hak atas tanah yang dapat dibebani hak 
tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna 
bangunan dan hak pakai atas tanah negara. 
b) Hipotik 
Hipotek adalah instrumen utang dengan 
pemberian hak tanggungan atas properti dan peminjam 
kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan terhadap 
kewajiabnnya. Hipotek dikenal sebagai hak atas properti 
atau klaim atas properti. Jika nasabah tidak memenuhi 





Jaminan Fidusia adalah jaminan atas benda bergerak 
baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda 
bergerak maupun benda tidak bergerak  
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Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang 
berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan 
padanya oleh seseorang yang berhutang, yang memberikan 
kekuasaan kepada yang berpiutang untuk mengambil 
pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada si 
berpiutang lainnya apabila si berhutang tidak melunasi 
hutangnya. 
B. Pembiayaan 
1. Pengertian Pembiayaan 
Pembiayaan secara luas berarti financing atau 
pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk 
mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan 
sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, 
pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang 




Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan pasal 1 
butir 12 UU No.10 tahun 1998 UU No. 7 tahun 1992 tentang 
perbankan, adalah penyediaan uang atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 
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pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 




Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam 
menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan 
prinsip syariah. Penyaluran dalna dalam bentuk pembiayaan 
didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana 
kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima 
dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti 
akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari 
pemberi pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan 
pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu 
yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.
23
 
Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 
tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Pembiayaan adalah 
penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 
berupa: 
1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 
musyarakah; 
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewabeli 
dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik; 
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3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, 
Istishna; 
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang Qard; dan 
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk 
transaksi multijasa. 
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KSPPS 
dan/atau USPS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 
dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana 
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, 
tanpa imbalan atau bagi hasil.
24
 
Pembiayaan menurut Muhammad Ridwan dalam 
bukunya yang berjudul “Manajemen Baitul Mall Wa Tamwil 
(BMT)”, Penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan 
itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk 
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah 
dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.
25
  
Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan 
bahwa pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank 
syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya. 
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Pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur 
dengan uang yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. 
2. Unsur-Unsur Pembiayaan 
a. Bank syariah 
Merupakan badan usaha yang memberikan 
pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana. 
b. Mitra usaha/Partner 
Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan 
dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh 
bank syariah. 
c. Kepercayaan (Trust) 
Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak 
yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi 
kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai 
dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank 
syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama 
artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak 
penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan 
akan dapat memenuhi kewajibannya. 
d. Akad  
Akad merupakan kontrak perjanjian atau 
kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak 





e. Risiko  
Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh 
bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya 
dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian 
yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat 
kembali. 
f. Jangka waktu 
Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh 
nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah 
diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi 
antar lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka 
panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran 
kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah 
merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan 
pembayaran kembali antara satu hingga tiga tahun. Jangka 
panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali 
pembiayaan yang lebih dari tiga tahun.  
g. Balas jasa 
Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh 
bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tergantung 
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3. Tujuan Pembiayaan  
Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua 
kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, 
dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, 
pembiayaan bertujuan untuk: 
a. Peningkatan ekomoni umat, artinya masyarakat yang tidak 
dapat akses secara ekomoni, dengan adanya pembiayaan 
mereka dapet melakukan akses ekonoi. Dengan demikian, 
dapat meningkatkan taraf ekonominya. 
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk 
pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana 
tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas 
pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada 
pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan. 
c. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan 
memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu 
meningkatkan produktifitasnya. Sebab upaya produksi tidak 
akan dapat berjalan tanpa adanya dana. 
d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya 
sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, 
maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal 
ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru. 
e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha 
produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka 
akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. 
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Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. 
Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan. 
Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam 
rangka untuk: 
a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka 
memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. 
Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu 
dukungan dana yang cukup. 
b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan 
agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha 
harus mampu meminimalisir risiko yang mungkin timbul. 
Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui 
tindakan pembiayaan. 
c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya 
ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing 
antara sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, 
dan sumber daya modal tidak ada. 
d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan 
masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara 
ada pihak yang kekurangan,. Dalam kaitannya dengan maslah 
dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan 









Sehubungan dengan aktivitas bank islam, maka 
pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank islam, 
sehingga tujuan pembiayaan bank Islam adalah untuk memenuhi 
kepentingan stakeholder, yakni : 
a. Pemilik 
Melalui sumber pendapatan diatas, para pemilik 
mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang 
ditanamkan pada bank tersebut. 
b. Karyawan 
Para pegawai dapat memperoleh kesejahteraan dari 
bank yang dikelolanya. 
c. Masyarakat 
1) Pemilik dana 
Sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari dana 
yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil. 
2) Debitur  
Para debitur, dengan menyediakan dana baginya, 
mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sector 
produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang di 
inginkannya (pembiayaan) konsumtif. 
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3) Masyarakat umumnya-konsumen 
Mereka dapat memperoleh barang-barang yang 
dibutuhkannya. 
d. Pemerintah 
Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu 
dalam pembiayaan pembangunan Negara, di samping itu akan 
memperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan 
yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan). 
e. Bank  
Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran 
pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan 
mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas 




4. Fungsi pembiayaan 
Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi 
membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam 
meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, 
pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang 
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a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang 
dan jasa. 
Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, 
hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat 
pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan 
lalu lintas pertukaran barang dan jasa. 
b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk 
memanfaatkan idle fund 
Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan 
dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan 
merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang 
memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank 
dapat memanfaatkan dana yang idle untuk disalurkan kepada 
pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan 
yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang 
membutuhkan dana , maka akan efektif, karena dana tersebut 
dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana. 
c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga 
Ekspansi pembiayaan akan mendorong 
meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan 
peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, 
pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah 
uang yang beredar, dan keterbatasan uag yang beredar 




d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meninngkatkan manfaat 
ekonomi yang ada. 
Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang 
diberikan oleh bank syariah memiliki dampak kenaikan 
makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan 
pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, 
mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan 
volume perdagangan, dan melakasanakan kegiatan ekonomi 
lainnya. 
5. Jenis-Jenis Pembiayaan  
Bank islam memiliki banyak jenis pembiayaan yang pada 
dasarnya dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya
29
 
a. Pembiayaan menurut tujuan 
Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi : 
1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang 
dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka 
pengembangan usaha 
2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang 
dimaksudkan dalam rangka untuk melakukan investasi 
atau pengembangan barang konsumtif. 
b. Pembiayaan menurut jangka waktu 
Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi: 
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1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan 
dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun 
2) Pembiayaan waktu menengah, pembiayan yang dilakukan 
dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun 
3) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang dilakukan 
dengan waktu lebih dari 5 tahun. 
c. Jenis pembiayaan pada bank islam akan diwujudkan dalam 
bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif yaitu: 
a. Menurut jenis aktiva produktif 
a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi: 
1) Pembiayaan Mudharabah 
Dalam fasilitas pembiayaan berdasarkan 
akad mudharabah, bank bertindak sebagai sahib al-
mal (pemilik modal) dan nasabah yang 
memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan 
dengan itu disebut sebagai nasabah penerima 
fasilitas. Nasabah bertindak sebagai mudarib 
(pengelola) dana dengan membagi keuntungan 
usaha sesuai dengan kesepakatan dalam akad 
mudarabah. Dalam pembiayaan mudarabah 
kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank, 
kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang 





2) Pembiayaan Musyarakah 
Dalam pembiayaan berdasarkan akad 
musyarakah, bank dan nasabah masing-masing 
memberikan dana dengan ketentuan bahwa 
keuntungan dalam kerja sama itu akan dibagi 
sesuai kesepakatan dan kerugian yang ditanggung 
sesuai porsi dana masing-masing.
30
 
b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli / piutang 
meliputi: 
1) Pembiayaan Murabahah 
Menurut Sutan Remy Sjahdeni, 
murabahab adalah jasa pembiayaan dengan 
mengambil bentuk transaksi jual beli dengan 
cicilan. Pada perjanjian murabahah atau mark up, 
bank membiayai pembelian barang atau aset yang 
dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli 
barang itu dari pemasok barang dan kemudian 
menjualnya kepada nasabah tersebut dengan 
menambahkan suatu mark up atau keuntungan. 
Dengan kata lain penjualan barang oleh bank 
kepada nasabah dilakukan atas dasar cost plus 
priofit. Baik mengenai barang yang dibutuhkan 
oleh nasabah maupun tambahan biaya atau mark 
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up yang akan menjadi imbalan bagi bank, 
dirundinngkan dan ditentukan dimuka oleh bank 
dan nasabah yang bersangkutan. Keseluruhan 
harga barang dibayar oleh pembeli / nasabah 
secara mencicil. Pemilik (ownership) dari aset 
tersebut dialihkan kepada nasabah/pembeli secara 
proposional sesuai dengan cicilan-cicilan yang 
telah dibayar. Dengan demikian barang yang dijual 
berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya 
dilunasi. Bank diperkenankan pula meminta 




2) Pembiayaan Salam 
Salam yaitu pembelian barang yang 
barangnya diserahkan dikemudian hari, sedangkan 
pembayarannya dilakukan dimuka. 
3) Pembiayaan Istishna 
Istishna yaitu kontrak pembelian melalui 
pesanan/order. Dalam akad ini pembuat barang/ 
produsen menerima pesanan dari pembeli. Lalu 
produsen mensubkontrakkan ordernnya tadi 
kepada rekanan yang lain. Keduanya sepakat 
                                                          
31
 Trisadini P.Usanti, Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, Jakarta: 
PT Bumi Aksara, 2015,  h.28-29. 
 
34 
dalam harga dan kualitas serta sistem pembayaran. 
32
 
c) Pembiayaan dengan prinsip sewa meliputi: 
1) Pembiayaan Ijarah 
Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa 




2) Pembiayaan Ijarah muntahiya biltamlik/Wa Iqtina 
Pembiayaan ijarah muntahiya biltamlik/wa 
iqtina adalah transaksi sewa-menyewa antara 
pemilik objek sewa dengan penyewa untuk 
mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan 
dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.
34
 
d) Surat Berharga Syariah 
Surat berharga Islam adalah surat bukti 
berinvestasi berdarsarkan prinsip syariah yang lazim 
diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal 
antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana 
syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip 
syariah. 
 
                                                          
32
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mall Wa Tamwil (BMT), 
Yogyakarta: UII Press, 2004, h.180-181. 
33
 Muhammad, Manajemen..., h. 312. 
34






Penempatan adalah penanaman dana Bank 
Islam pada Bank Islam lainnya atau Bank Pembiayaan 
Islam antara lain dalam bentuk giro, tabungan wadiah, 
deposito berjangka, atau dalam bentuk penempatan 
lainnya sesuai dengan prinsip syariah. 
f) Penyertaan Modal 
Penyertaan modal adalah penanaman dana 
bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan 
yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, 
termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang 
konversi (convertible bonds) dengan opsi saham 
(equity options) atau jenis transaksi tertentu 
berdasarkam prinsip syariah yang berakibat bank 
syariah memiliki atau akan memiliki saham pada 




g) Penyertaan Modal Sementara 
Penyertaan modal sementara adalah 
penyertaan modal bank Islam dalam perusahaan untuk 
mengatasi kegagalan pembiayaan atau piutang (debt to 
equity swap) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat 
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utang konvesi (convertible bonds) dengan opsi saham 
(equity options) atau jenis transaksi tertentu yang 
berakibat bank Islam memiliki atau akan memiliki 
saham pada perusahaan nasabah.
36
 
h) Transaksi Rekening Administratif 
Transaksi rekening administrati adalah 
komitmen dan kontijensi (Off Balance Sheet) 
berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank 
garansi, akseptsi (endosemen),  Irrevocable Letter of 
Credit (L/C), akseptasi wesel impor atas L/C 
berjangka, standby L/C, dan garansi lain yang 
berdasarkan prinsip syariah. 
i) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) 
SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank 
Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka 
pendek dengan prinsip wadiah.
37
 
b. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan 
pembiayaan adalah pembiayaan qardh. Pembiayaan 
qardh atau Talangan adalah penyediaan dana atau tagihan 
antara bank islam dengan pembiayaan yang mewajibkan 
pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau 
secara cicilan dengan jangka waktu tertentu.
38
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6. Kualitas Pembiayaan 
Penggolongan kualitas pembiayaan berdasarkan pasal 4 
Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 




a. Pembiayaan lancar (pass) 
Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila 
memenuhi kriteria sebagai berikut : 
1) Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu 
2) Memiliki mutasi rekening yang aktif 
3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan 
tunai (cash Collateral) 
b. Perhatian Khusus (Special Mention) 
Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan 
dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai 
berikut:  
1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang 
belum melampaui 90 hari 
2) Kadang-kadang terjadi cerukan 
3) Mutasi rekening relatif aktif 
4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang 
diperjanjikan 
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5) Didukung oleh pembiayaan baru 
c. Kurang Lancar (Substandard) 
Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan 
kurang lancar apabial memenuhi kriteria berikut ini: 
1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang 
telah melampaui 90 hari 
2) Sering terjadi cerukan 
3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah 
4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang 
diperjanjiakan lebih dari 90 hari 
5) Dokumentasi pinjaman yang lemah 
d. Diragukan (Doubtful) 
Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan 
diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1) Terhadap tunggakan angsuran pokok atau bunga yang 
telah melampaui 180 hari 
2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen 
3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari 
4) Terjadi kapitalisasi bunga 
5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian 
pembiayaan maupun pengikatan jaminan 
e. Macet (Loss) 
Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan 





1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang 
telah melampaui 270 hari 
2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjamam baru 
3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak 
dapat dicairkan pada nilai wajar. 
Pembiayan dengan kolektibilitas lancar (pass) adalah masuk 
kriteria performing Financing, sedangkan pembiayaan dengan 
kolektibilitas dalam perhatian khusus (Special mention), kurang 
lancar (substandard), diragukan (doubtful), dan pembiayaan macet 
masuk dalam kriteria kredit bermasalah (non performing financing). 
 
C. Pembiayaan Bermasalah 
Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia 
tidak dijumpai pengertian dari pembiayaan bermasalah. Begitu pula 
dengan istilah Non Performing Financings (NPFs) untuk fasilitas 
pembiayaan maupun istilah Non Performing Loan (NPL) untuk 
fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang 
diterbitkan BI. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang 
diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat 
dijumpai istilah Non Performing Financings (NPFs) yang diartikan 
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Pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya 
yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan oendapatan 
bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah 
tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank sudah tentu mengurangi 
pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP 
(Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi 
nasional mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan 
bermasalah adalah pembiyaan yang kualitasnya berada dalam 
golongan kurang lancar, diragukan dan macet. 
Dalam melakukan kegiatan penyeluran dana dalam bentuk 
pembiyaan, lembaga keuangan syariah harus memperhatikan asas-
asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dikarenakan pemberian 
pembiayaan ini sangat beresiko. Apabila bank tidak memperhatikan 
asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan 
pembiayaannya, maka akan timbul berbagai resiko yang harus 
ditanggung oleh bank antara lain berupa :
41
 
a) Utang/kewajiban pokok tidak dibayar 
b) Margin/bagi hasil/fee tidak dibayar 
c) Membengkaknya biayan yang dikeluarkan 
d) Turunnya kesehatan pembiayaan 
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Resiko-resiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya 
pembiayaan bermasalah (Non Performing Financings/NPFs) yang 
disebebkan oleh faktor intern bank. 
Secara  umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh 
faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern.
42
 Faktor intern adalah 
faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang 
paling dominan adalah faktor manajerial. Faktor Ekstern adalah 
faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan menejemen perusahaan. 
Pembiayaan macet terjadi disebabkan karena kesalahan 
appraisal jaminan, membiayai proyek dari pemilik/terafiliasi dengan 
pemegang saham bank, membiayai proyek yang direkomendasi oleh 
kekuatan tertentu (katebelece), dampak makro ekonomi yang tidak 
bisa dihindari, moral hazard dari nasabah.
43
 Hal ini merupakan 
beberapa bentuk dari faktor intern.  Sedangkan faktor ekstern antara 
lain menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang menyebabkan 
merosotnya kondisi ekonomi nasabah, kesalahan nasabah dalam 
menejemen likuiditas di perusahaannya, karakter yang buruk 
sehingga tidak ada kemauan untuk membayar angsuran pembiayan, 
masalah pribadi nasabah misalnya perceraian, kematian dll. 
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pembiayaan bermasalah 
muncul dari adanya penyaluran dana atau pembiyaan yang dilakukan 
oleh bank kepada nasabahnya. Pembiayaan ini didasarkan pada 
transaksi-transaksi bisnis yang tidak tunai, sehingga menimbulkan 
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kewajiban-kewajiban pembayaran.dalam prespektif islam, transaksi 
tidak tunai ini sering menjadi pembahasan tentang utang piutang 
(dain). Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al Baqarah ayat 
282 dan 283. 
                    
                     
                
                     
                 
                   
                  
                       
                        
               





                
                      
                    
                      
                     
                      
          
282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 
hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di 
antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis 
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa 
kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 
daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya 
atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 
Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 
antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan 
dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika 
seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-
saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan 
janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar 
sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi 
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 
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(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika 
mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 
Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan 
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan 
saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), 
Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan 
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 
mengetahui segala sesuatu. 
283. jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka 
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang 
berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian 
yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan 
janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan 
Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah 
orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. 
[179] Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, 
atau sewa menyewa dan sebagainya. 
[180] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama 
lain tidak percaya mempercayai. 
 
Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bawa Islam 
mengakomodir kegiatan transaksi secara tidak tunai/utang, dengan 
syarat semua transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku, 
ditambah adanya saksi-saksi dan barang jaminan (Rahn) sebagi 
perlindungan. 
D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 
Secara garis besar, penanggulangan maupun penyelesaian 
pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang 
bersifat preventif dan juga upaya yang bersifat represif/kuratif. Upaya 





keuangan syariah yaitu dengan melakukan beberapa tahapan sebagai 
bentuk dari upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, diantaranya 
yaitu restrukturisasi dan eksekusi jaminan sebagai puncak piramida 
dari upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. 
Tergantung pada berat ringannya permasalahan yang 
dihadapi serta sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. 
Apabila pembiayaan tersebut masih dapat diharapkan akan berjalan 
baik kembali, maka bank dapat memberikan keringanan-keringanan 
kepada nasabah yaitu dengan restrukturisasi. Restrukturisasi 
pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka 




a) Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal 
pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. 
b) Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian 
atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan 
jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau 
pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban 
nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. 
c) Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan 
pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau 
reconditioning, antara lain meliputi: 
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1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank. 
2) Konversi akad pembiayaan. 
3) Konversi pembiayaan menjadi menjadi surat berharga 
syariah berjangka waktu menengah. 
4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara 
pada perusahaan nasabah. 
Restrukturisasi ini dilakukan apabila nasabah masih memiliki 
itikad baik untuk berusaha melunasi kewajiabannya. Ketika nasabah 
masih kooperatif, usaha penyelesaian dapat dilakukan secara damai 
atau restrukturisasi. Namun jika nasabah sudah tidak kooperatif lagi 
maka dapat dilakukan penyelesaian secara paksa dengan 
melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. 
Penyelesaian pembiayaan macet adalah upaya atau tindakan 
untuk menarik kembali pembiayaan nasabah dengan kategori macet, 
terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memnuhi syarat 
pelunasan.
45
 Pembiayaan macet merupakan salah satu pembiayaan 
bermasalah yang perlu diadakan penyelesaian apabila upaya 
restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi tidak 
berhasil dan pembiayaan bermasalah menjadi atau tetap berada dalam 
golongan macet. Dalam rangka penyelesaiannya bank akan 
melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat represif/kuratif. 
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Seacara garis besar, terdapat beberapa upaya yang dapat 
ditempuh oleh bank berupa tindakan-tindakan berikut:
46
 
a) Penyelesaian oleh Bank Sendiri 
Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara 
bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian 
pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif, 
dengan kemungkinan: 
1) Nasabah melunasi/mengangsur kewajiban pembiayaannya. 
2) Nasabah/pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang 
agunan secara sukarela. 
3) Dilaksanakan perjumpaan utang (kompensasi). 
4) Dilaksanakan pengalihan utang (pembaruan utang/novasi 
subjektif) atau 
5) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan 
kesepakatan pemberi dan penerima jaminan jika dengan cara 
demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para 
pihak. 
Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan 
upaya-upaya tahap kedua (secondary enforchement system) 
dengan melukan tekanan psikologis depada nasabah, berupa 
peringatan tertilis (somasi) dengan ancaman bahwa penyelesaian 
pembiayaan bermaslaah tersebut akan diselesaiakn sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku. 
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Dalam hal upaya tahap kedua masih belum juga berhasil, 
bank dapat menempuh upaya tahap ketiga yaitu penjualan barang 
jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa dari debitur/pemilik 
agunan. Dalam praktik, walaupun telah ada surat kuasa dari 
nasabah, namun tidak semua bank berani melakukan penjualan 
bawah tangan atas agunan tersebut. 
b) Penyelesaian Melalui Debt Collector 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH Perdata, pasal 
1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 1792 tentang 
pemberian kuasa, bak juga dapat memberikan kuasa kepada 
pihak lain yaitu debt collector, untuk melakukan upaya-upaya 
penagihan pembiayaan macet. Tentu dengan cara-cara yang tidak 
melawan hukum dan ketentuan syariah. 
c) Penyelesaian Melalui Kantor Lelang 
Meminta kantor lelang untuk melakukan : 
1) Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan hak 
tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang hak 
tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas 
kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitur 
cidera janji/beding van eigenmatige verkoop (pasal 11 ayat 
(2) huruf e jis. Pasal 20 ayat (1) huruf a dan pasal 6 UU No. 
4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 






3) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas 
kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan 
umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 
penjualan (Pasal29 ayat (1) huruf b UU No. 42 Tahun 1999. 
d) Penyelesaian Melalui Badan Peradilan (Al-Qadha) 
Eksekusi jaminan melalui Pengadilan Agama/ 
Pengadilan Negeri, pelaksanaan titel eksekutorial oleh pemegang 
hak tanggungan sebagaimana terdapat dalam pasal 14 ayat (2) 
UU No.4 tahun 1996 (pasal 20 ayat (1) huruf b UU No. 4 Tahun 
1996). Dan pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) UU No.4 tahun 
1999 (pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 4 Tahun 1999). 
e) Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase 
Lembaga arbitrase dapat dipergunakan untuk 
penyelesaian pembiayaan macet, apabila dalam perjanjian/akad 
pembiayaan terdapat klausula tentang penyelesaian sengketa 
melalui arbitrase, atau telah dibuat perjanjian arbitrase sendiri 
setelah timbulnya sengketa. Berdasarkan ketentuan pasal 3 UU 
Arbitrase, pengadilan negeri dan pengadilan agama tidak 
berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah 
terikat dalam perjanjian arbitrase. 
Maka penyelesaian sengketa bank syariah dengan 
nasabah atau pihak lainnya dapat menggunakan badan arbitrase 
syariah. Badan arbitrase syariah saat ini baru ada satu yaitu 
bernama Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). 
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E. Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan 
Penyelesaian melalui jaminan dilakukan bank syariah 
bilamana berdasarkan evaluasi ylang pembiayaan, prospek usaha 
nasabah tidak ada, dan atau nasabah tidak kooperatif untuk 
menyelesaikan pembiayaan atau upaya penyelamatan dengan upaya 
restrukturisai tidak membawa hasil melancarkan kembali pembiayaan 
tersebut. Maka upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan 
cara eksekusi objek jaminan akan dilakukan oleh bank syariah 
dengan catatan bahwa objek jaminan tersebut dibebani lembaga 




Eksekusi menurut Ridwan Syahrani yaitu
48
 “Pelaksanaan 
putusan pengadilan tidak lain adalah realisasi dari pada apa yang 
merupakan kewajiban dari pihak yang dikalahkan untuk memenuhi 
suatu prestasi yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan, 
sebagaimana tercantum dalam putusn pengadilan”.  
Eksekusi jaminan hak tanggungan ini merupakan eksekusi 
yang dijatuhkan pada jaminan pembiayaan berupa hak tanggungan 
sebagai upaya penanganan pembiayaan macet. Eksekusi jaminan hak 
tanggungan merupakan langkah terakhir yang dilakukan bank syariah 
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selaku penerima hak tanggunganapabila nasabah cidera janji 
(wanprestasi). Pelaksanaan eksekusi jaminan diatur dalam Undang-
Undang no 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta 
benda-benda yang berkaitan engan tanah.  
Perbankan syariah melakukan eksekusi jaminan hak 
tanggungan sekarang ini melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL). Selama nasabah tidak kooperatif atau tidak 
memiliki itikad baik untuk memenuhi atau melunasi kewajibannya 
maka bank syariah sebagai pemberi piutang akan mengajukan lelang 
kepada KPKNL. 
Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan 
pelelangan di KPKNL, dengan merujuk kepada peraturan perundang-




a. Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau di 
hadapan pejabat lelang kecuali ditentukan lain oleh undang-
undang atau peraturan pemerintah. Lelang demikian tidak dapat 
dibatalkan. 
b. Dilaksanakan secara terbuka yang dihadiri oleh penjual dan 
peserta lelang. Lelang tetap dilaksanakan walaupun hanya 
dihadiri satu peserta lelang, bilamana tidak ada peserta lelang, 
lelang tetap dilaksanakan dan dibuatkan risalah Lelang Tidak 
Ada Penawaran. 
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c. Dilaksanakan pada jam dan hari kerja yang telah ditentukan dan 
bertempat di dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan 
pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada. 
d. Adanya uang jaminan penawaran yang disetorkan kepada kantor 
lelang, balai lelang atau pejabat lelang oleh calon peserta lelang 
sebelum pelaksanaan lelang minimal 20% dari nilai limit dan 
maksimal sama dengan nilai limit. 
e. Adanya nilai limit, yaitu harga minimal barang yang akan 
dilelang dan ditetapkan oleh penjual/pemilik barang. 
f. Pelaksanaan lelang didahului pengumuman lelang. 
g. Penjual atau pemilik barang wajib atau harus memperlihatkan 
atau menyerahkan dokumen asli kepemilikan kepada pejabat 
lelang, kecuali terhadap lelang eksekusi yang menurut 
perundang-undangan dapat dilaksanakan meskipun dokumen asli 
kepemilikannya tidak dikuasai oleh penjual, kemudian 
memperlihatkan kepada [eserta lelang sebelum lelang dimulai. 
h. Pembayaran harga lelang dan bea lelang harus dilakukan secara 
tunai maupun cek atau giro maksimal 3 hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 
i. Pelaksanaan lelang wajib dituangkan dalam berita acara lelang 





Selain itu adapula dokumen yang diperlukan, dokumen 




a. Fotokopi Surat Keputusan Penunjukan penjual, kecuali pemohon 
lelang adalah perorangan atau perjanjian atau surat kuasa 
penunjukan balai lelang sebagai pihak penjual. 
b. Adftar barang yang akan dilelang. 
c. Syarat lelang tambahan dari penjual atau pemilik barang (apabila 
ada). 
Selain itu ada pula dokumen persyaratan lelang yang bersifat 
khusus untuk lelang eksekusi Utang Piutang antara lain : 
a. Fotokopi pernyataan bersama atau penetapan jumlah piutang. 
b. Fotokopi surat paksa. 
c. Fotokopi surat perintah penyitaan. 
d. Fotokopi berita acaea sita. 
e. Fotokopi surat perintah penjualan barang sitaan. 
f. Fotokopi perincian utang. 
g. Fotokopi pemberitahuan lelang kepada penanggung utang atau 
penjamin uatang. 
h. Asli atau fotokopi bukti kepemilikan atau hak atas barang yang 
akan dilelang. 
Pelaksanaan lelang atas tanah atau tanah dan bangunan wajib 
dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah (SKT). Permintaan 
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penerbitan SKT kepada kepala kantor pertanahan setenpat diajukan 
oleh kepala KPKNL atau pejabat lelang kelas II. Apabila tanah atau 
tanah dan bangunan yang akan dilelang belum terdaftar dikantor 
pertanahan setempat, kepala KPKNL mensyaratkan kepada penjual 
untuk meminta surat keterangan dari lurah atau kepada desa yang 
menerangkan status kepemilikannya. Berdasarkan surat keterangan 
tersebut KPKNL bisa meminta SKT ke kantor pertanahan setempat. 
Dalam hal dokumen kepemilikan dikuasai oleh penjual maka setiap 
dilaksankan lelang harus dimintakan SKT baru. 
Berdasarkan Vendu Reglement, lelang ditinjau dari beberapa 
sudut cara penawaran yang dilakukan yaitu dengan:
51
 
a. Lelang tertulis, yaitu lelang dengan oenawaran harga dilakukan 
secara tertulis dalam sampul tertutup. 
b. Lelang terbuka, yaitu lelang dengan penawaran harga dilakukan 
langsung secara lisan dengan oenawaran makin meningkat atau 
menurun. 
c. Lelang kombinasi tertulis dilanjutkan dengan terbuka atau 
dilanjutkan dengan tertulis, yaitu penawaran barang mula-mula 
dilakukan secara tertulis atau terbuka dan jika belum mencapai 
harga yang diinginkan dilanjut dengan terbuka atau sebaliknya. 
Dalam setiap dilakukannya lelang diharuskan adanya 
pengumuman lelang dengan kata lain penjualan secara lelang wajib 
didahului dengan pengumuman lelang yangdilakukan oleh penjual. 
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Untuk itu penjual harus menyerahkan bukti pengumuman lelang 
sesuai ketentuan. Pengumuman lelang adalah pemberitahuan kepada 
masyarakat tentang akan adanya lelang dengan maksud untuk 
menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang 
berkepentingan. Sehubungan dengan hal itu pengumuman lelang 
paling sedikit memuat hal-hal sebagi berikut :
52
 
a) Identitas penjual. 
b) Hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan lelang. 
c) Jenis dan jumlah barang. 
d) Lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada atau tidaknya 
bangunan, khusu untuk barang tidak bergerak berupa tanah 
dan/atau bangunan. 
e) Spesifikasi barang, khusu untuk benda bergerak. 
f) Waktu dan tempat melihat barang yang akan dilelang. 
g) Jaminan penawaran lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara, 
serta tempat penyetoran dalam hal persyaratan adanya jaminan 
penawaran lelang. 
h) Nilai limit. 
i) Cara penawaran lelang. 
j)  Jangka waktu kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli. 
k) Alamat domain KPKNL atau pejabat lelang kelas II yang 
melaksanakan lelang khusus untuk penawaran lelang melalui 
email. 
                                                          
52
Usman, Hukum..., h. 134-135. 
 
56 
Khusus untuk pengumuman lelang untuk eksekusi terhadap 
barang tidak bergerak yaitu dengan ketentuan bahwa pengumuman 
lelang dilakukan 2 kali, jangka waktu pengumuman lelang pertama 
dengan pengumuman lelang kedua berselang 15 hari datur 
sedemikian rupa agar pengumuman lelang kedua tidak jatuh pada 
hari libur atau hari besar. Selain itu pengumuman lelang pertama 
diperkenankan tidak menggunakan surat kabar harian tetapi dengan 
cara pengumuman melalui selebaran atau tempelan yang mudah 
dibaca oleh umum dan/atau media elektronik termasuk internet. 
Sedangkan pengumuman lelang kedua harus dilakukan melalui surat 
kabar harian dan dilakukan paling singkat 14 hari sebelum 
pelaksanaan lelang. 
Berdasarkan pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, lelang yang akan 
dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual, 
penetapan provisional ataupun putusan dari lembaga 
peradilan.
53
Lelang dapat dibatalkan selambat-lambatnya sebelum 
lelang dilaksanakan. Pihak KPKNL atau pejabat lelang harus 
mengumumankan kepada peserta lelang pada saat pelaksaan lelang 
bahwasanya lelang dibatalkan. 
Apabila lelang sudah terlaksana dan terdapat peserta lelang 
atau pembeli, maka pejabat lelang akan mengumumkan atau 
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mengesahkan penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui 
limit sebagi pembeli dalam pelaksanaan lelang tersebut. Pembayaran 
harga lelang dan bea lelang pembeli harus dilakukan secara tunai atau 
cash maupun cek atau giro paling lama 5 hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh 
pembeli dilakukan melalui rekening KPKNL, balai lelang, atau 
rekening khusus atas nama jabatan pejabat lelang. Setelah pembeli 
melakukan kewajibannya, pejabat lelang harus menyerahkan 
dokumen asli kepemilikan barang yang dilelang kepada pembeli  
paling lambat 1 hari kerja setelah pembeli menunjukkan bukti 
pelunasan pembayaran dan menyerahkanbukti setor bea perolehan 
hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
54
 
Secara sederhana prosedur lelang dapat digambarkan 
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1. Pemohon lelang dari pemilik lelang atau penjual. 
2. Penetapan tanggal tau hari dan jam lelang. 
3. Pengumuman lelang di surat kabar harian. 
4. Peserta lelang menyetorkan uang jaminan ke rekening 
KPKNL. 
5. Pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang dari KPKNL. 
6. Pemenang lelang membayar harga lelang kepada KPKNL. 
7. Bea lelang disetorkan ke kas negara oleh KPKNL. 
8. Hasil bersih lelang disetor ke pemohon lelang atau pemilik 
barang. 
9. KPKNL menyerahkan dokumen dan petikan risalah sebagai 
bukti untuk balik nama dan sebagainya. 
 
Surat Kabar 
Harian atau Cara 
Pengumuman 
Lain 
Pemohon Lelang, Pemilik 
Barang atau Penjual 
3 
8 2 1 
Kas Negara 












HAK TANGGUNGAN DAN UAPAYA PENYELESAIAN 
PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS MARHAMAH 
WONOSOBO 
 
A. Profil KSPPS Marhamah Wonosobo 
1. Sejarah Berdirinya KSPPS Marhamah 
Gagasan untuk mendirikan Koperasi/BMT muncul 
setelah mengikuti Pelatihan Pengembangan Lembaga 
Keuangan Syariah yang diselenggarakan pada bulan April 1995 
oleh Koperasi Tamzis. Gagasan ini kemudian lebih dipertegas 
lagi setelah mengikuti Pelatihan Nasional Katalis BMT pada 
tanggal 22-24 Juli 1997 di Pusat Pelatihan Koperasi Jakarta 
yang diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. PELMAS ICMI 
Pusat. Tujuan utamanya, selain berupaya menerapkan Sistem 
Ekonomi Syari’ah adalah membuka kesempatan usaha mandiri 
serta menggali dan mengembangkan potensi daerah.
56
 
Berbekal hasil pelatihan tersebut maka dibentuklah 
sebuah Tim “Persiapan Pendirian BMT” guna mempersiapkan 
segala sesuatunya. Hal utama yang dilakukan oleh Tim ini, di 
samping melakukan pendekatan dan konsultasi dengan tokoh 
masyarakat, pengusaha dan berbagai organisasi/instansi terkait, 
adalah melakukan studi banding dan magang di BMT yang 
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telah beroperasi, antara lain di BMT Tamzis Kertek, BMT 
Saudara Magelang, BMT Ulul Albab Solo, dan lain-lain.
57
 
Alhamdulillah, berkat dukungan dan bantuan dari 
berbagai pihak, pada tanggal 1 Oktober 1995, Tim tersebut 
berhasil menyelenggarakan Rapat Pembentukan BMT. Sesuai 
dengan amanat Rapat tersebut, maka pada tanggal 16 Oktober 
1995, sebuah Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian 
lebih dikenal dengan nama BMT Marhamah (sekarang KSPPS 
Marhamah) mulai beroperasi. Walaupun modal yang terhimpun 
pada waktu itu masih sangat minim, yakni hanya Rp. 875.000,- 
namun dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, 
modal/asset tersebut dapat terus ditingkatkan.
58
 
Keberhasilan suatu usaha diawali dengan keberanian 
mengambil keputusan untuk melangkah secara pasti tanpa 
keraguan akan jenis/bidang usaha yang kita minati dengan 
keyakinan, fokus dan totalitas, kontinuitas sekalipun dengan 
jatuh bangun dilandasi dengan tawakkal kepada Allah SWT. 
Dengan berbekal semangt tersebut diatas, Alhamdulillah saat 
ini BMT Marhamah telah menorehkan prestasi yang 
membanggakan sekarang telah memiliki asset diangka 
milyaran rupiah dengan jaringan 16 kantor cabang. Dalam 
rangka pengembangan jaringan BMT Marhamah juga telah 
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melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah 
maupun swasta dan perbankkan. 
Berikut akan penulis uraikan profil dari KSPPS BMT 
Marhamah:
59 
Legalitas :Koperasi Simpan Pinjam 
Pembiayaan Syariah (KSPPS) 
Marhamah 
Alamat : Jl. T. Jogonegoro Wsb. Telp. (0286) 
321556 / 08122730929 
No Badan Hukum : No. 13825/BH/KWK.11/III/98 Tgl. 
31 Maret 1998, No. 
04/PAD/KDK.11/IV/2008 Tgl. April 
2008, No. 01/PAD/XIV/XII/2015 Tgl 
21 Desember 2015. 
TDP :No. 1129000391 s.d Tgl.  25 
Agustus 2018 
Ijin Usaha : No. 69.52/DU-SISPK/XIV/2013 
HO :No. 530/407/HO/2013 berlaku 
hingga 17 Oktober 2018 
NPWP : No. 01.820.921.3-533.000 
Tanggal Berdiri : 16 Oktober 1995 
Jumlah Pendiri : 308 orang (per 31 Desember 2015) 
Jumlah Pengurus : 3 orang 
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Jumlah Pengawas : 3 orang 
Jumlah DPS : 2 orang 
Jumlah Cabang : 16 Kantor Cabang  
2. Visi dan Misi KSPPS Marhamah60 
Visi : Terbangunnya keluarga sakinah, yang maju 
secara ekonomi denganpengelolaan keuangan secara syariah. 
Misi : 
a. Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong 
terwujudnya keluarga sakinah. 
b. Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah 
dengan bertransaksi secara syariah. 
c. Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis 
keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan 
investasi. 
d. Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan 
ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif 
menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat secara 
ekonomi 
3. Struktur Organisasi KSPPS Marhamah Cabang Kertek61 
Struktur Pengurus KSPPS Marhamah Wonosobo sebagai berikut: 
Ketua  : Nur Basuki 
Sekretaris  : Taufik Rujiyanto 
Bendahara : Lilik Silowati 
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Susunan Dewan Pengawas Syariah KSPPS Marhamah 
Wonosobo: 
Ketua  : Ngadidjo, S. Pd 
Angota  : Taat Sumanto, A.md 
  Fatah Yasin 
Susunan Pengelola KSPPS Marhamah Wonosobo 
Cabang Kertek sebagai berikut:
62
 
Manager  : Hadi Winarso 
Teller  : Desy Kurnia Sari 
Admin  : Latifah Nur Laila 
AO  : Hendarto 
 Yani 
Marketing : Ismayati 
 
B. Produk Produk KSPPS Marhamah 
1. Produk-Produk Simpanan 
a) Simpanan Ummat 
Simpanan Ummat diperuntukkan bagi perorangan 
atau lembaga yang dapat disetor atau diambil sewaktu-
waktu pada jam kerja dengan persyaratan yang mudah dan 
bagi hasil yang menguntungkan serta tanpa biaya 
oprasional. Persyaratannya adalah :
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a) Mengisi form pembukaan rekening dilampiri foto copy 
KTP/SIM. 
b) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 
10.000,- 
c) Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu 
pada jam kerja. 
d) Bagi hasildibagikan pada akhir bulan dan langsung 
dikreditkan pada rekening simpanan dengan nisbah 
bagi hasil KSPPS 78:22, setara 0,48%. 
b) Simpanan Ukhuwah 
Simpanan Ukhuwah diperuntukkan bagi 
lembaga/instansi /perusahaan/atau sejenisnya dengan 




a) Mengisi form pembukaan rekening dilampiri foto 
copy KTP/SIM. 
b) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 
1.000.000,- 
c) Setoran selanjutnya minimal Rp 100.000,- 
d) Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu 
pada jam kerja. 
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e) Bagi hasil dibagikan pada akhir bulan dan langsung 
dikreditkan pada rekening simpanan dengan nisbah 
bagi hasil KSPPS 75:25, setara 0,4174%. 
c) Simpanan Ukhuwah Pendidikan 
Simpanan Ukhuwah Pendidikan diperuntukkan 
khusus bagi sekolah yang merupakan dana akumulasi 
setoran simpanan murid-muridnya. Yang dikoordinir oleh 
guru/wali kelas. Persyaratannya adalah :
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a) Mengisi form pembukaan rekening dilampiri foto copy 
KTP/SIM. 
b) Rekening atas nama sekolah QQ Guru Pengampu. 
c) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 
100.000,- 
d) Setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,- 
e) Setoran dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja 
danpenarikan dilakukan berkala sesuai 
denganaturan/akad yang berlaku. 
f) Bagi hasildibagikan pada akhir bulan dan langsung 
dikreditkan pada rekening simpanan dengan nisbah 
bagi hasil KSPPS 75:25, setara 0,4174%. 
g) Bagi hasil bisa diperuntukkan untuk operasional 
sekolah ataupun untuk bonus guru pengampu. 
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d) Simpanan Ukhuwah Sinergis 
Simpanan Ukhuwah Sinergis diperuntukkan khusu 
bagi lembaga keuangan lain (KSPPS/BMT) dan lembaga 
potensial lain yang memiliki dana besar dengan imbalan 
bagi hasil lebih ditingkatkan. Persyaratnnya adalah :
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a) Mengisi form pembukaan rekening dilampiri foto copy 
KTP/SIM. 
b) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 
1.000.000,- 
c) Setoran selanjutnya minimal Rp 100.000,- 
d) Saldo mengendap Rp 50.000.000,- 
e) Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu 
pada jam kerja. 
f) Bagi hasil dibagikan pada akhir bulan dan langsung 
dikreditkan pada rekening simpanan dengan nisbah 
bagi hasil KSPPS 50:50, setara 0,8347%. 
e) Simpanan Berjangka (SIMKA) 
Simpanan Berjangka diperuntukkan bagi 
perseorangan atau lembaga yang ingin berinvestasi dengan 




a) Mengisi form pembukaan rekening dilampiri foto copy 
KTP/SIM. 
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b) Jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. 
c) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 
1.000.000,- 
d) Bagi hasil diberikan bulanan setiap tanggal pembukaan 
rekening dan langsung dikreditkan pada rekening 
simpanan lain yang ditunjuk atau diambil tunai. 
e) Bagi hasil simpanan berjangka diberiakn bersih tanpa 
ada biaya operasional. 
f) Nisbah bagi hasil KSPPS : Penyimpan 
a. Jangka waktu 3 bulan 45:55 setara 0,9182% 
b. Jangka waktu 6 bulan 40:60 setara 1,0017% 
c. Jangka waktu 12 bulan 35:65 setara 1, 0851% 
f) Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) 
Simpana masa depan diperuntukkan bagi 
perorangan maupun lembaga yang merupakan persiapan 
dana jangka panjang seperti untuk keperluan pendidikan, 
pensiun, haji, pesangon karyawan bagi perusahaan dan 
lain-lain dengan pilihan jangka waktu 5 s/d 9 tahun, 10 s/d 
19 tahun, 20 s/d 30 tahun dengan imbalan bagi hasil yang 
ditingkatkan. Persyaratannya adalah :
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a) Mengisi form pembukaan rekening dilampiri foto copy 
KTP/SIM dan KK. 
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b) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 
20.000,- atau sesuai dengan akad. 
c) Setoran dapat dilakukan setiap bulan atau disetor 
didepn akumulasi triwulan, semesteran atau tahunan. 
d) Penarikan dilakukan setelah jatuh tempo, dan apabila 
anggota meninggal dunia total simpanan (pokok dan 
bagi hasil) diberikan secara tunai. 
e) Penarikan sebelum jatuh tempo diberikan konversi bagi 
hasil. 
f) Nisbah bagi hasil diberikan pada akhir bulan dan 
langsung dikreditkan pada rekening SIMAPAN dengan 
nisbah bagi hasil KSPPS : Penyimpan 
a. Jangka waktu 5 s/d 9 tahun 45:55 setara 0,9182% 
b. Jangka waktu 10 s/d 19 tahun 40:60 setara 
1,0017% 
c. Jangka waktu 20 s/d 30 tahun 30:70 setara 1, 
1686% 
2. Produk-Produk Pembiayaan 
Dalam pelayanannya KSPPS Marhamah menyediakan 
layanan pembiayaan yang memberikan beberapa keuntungan, 
akad yang sesuai syariah, administrasi ringan, angsurannya 
terjangkau serta fleksibel, dan tentunya prosesnya yang cepat 
dan mudah, yang menjadi harapan para anggota. Berikut adalah 





a) Pembiayaan Akad Rahn/ Gadai (Jasa) 
Pembiayaan Rahn yang berlaku di KSPPS 
Marhamah adalah pembiayaan  dengan akad Rahn Tasjily. 
Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang 
akan tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada 
dalam penguasaan/pemanfaatan anggota (rahin) dan bukti 
kepemilikannya diserahkan kepada KSPPS Marhamah 
(murtahin). Persyaratan pembiayaan antara lain:
69
 
a. Telah menjadi anggota KSPPS Marhamah 
b. Sehat jasmani dan rohani 
c. Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan 
maksimal berusia 60 tahun 
d. Mempunyai penghasiln tetap dan mempunyai 
kemampuan mengangsur 





a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan 
b. Fotocopy pemohon pembiayaan 
c. Fotocopy KTP pasangan 
d. Fotocopy KK dan surat nikah 
e. Fotocopy KTP pemilik jaminan 
f. Fotocopy jaminan (lengkap) 
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g. Fotocopy struk gaji/ penghasilan 
h. Fotocopy rekening listrik dan PDAM 
i. Surat pernyataan pasangan/ orang tua 
j. Surat pernyataan pemilik jaminan. 
Ketentuan Umum Pembiayaan :
71
 
a. KSPPS Marhamah (murtahin) mempunyai hak untuk 
menahan marhun (barang gadai) sampai senua utang 
rahin (anggota) dilunasi 
b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. 
Padaprinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan 
oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak 
mengurangi nilai marhundan pemanfaatannya itu 
sekedar pengganti biayapemeliharaan dan 
perawatannya 
c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada 
dasarnya menjadi kewajiban rahin namun dapat 
dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan dan 
pemeliharaan penyimpanannyatetap menjadi 
kewajiban rahin. 
d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun 
tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman 
e. Biaya operasional dibebankan kepada anggota. 
f. Penjualan marhun 
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1. Apabila jatuh tempo, murtahin harus 
memperingatkan rahin untuk segera melunasi 
utangnya 
2. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi 
utangnya, maka marhun dijual paksa/ dieksekusi 
melalui lelang sesuaisyariah 
3. Hasil penjualan marhun digunakan untuk 
melunasi utang, biaya pemeliharaan dan 
penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 
penjualan 
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin 
dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. 
b) Pembiayaan Akad Murabahah (Jual Beli) 
Murabahah adalah menjual suatu barang dengan 
menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 
membelinya dengan harga yang lebih sebagai laba yang 
disepakati. Persyaratan pembiayaan :
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a. Telah menjadi anggota KSPPS Marhamah 
b. Sehat jasmani dan rohani 
c. Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan 
maksimal berusia 60 tahun 
d. Mempunyai penghasiln tetap dan mempunyai 
kemampuan mengangsur 
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a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan 
b. Fotocopy pemohon pembiayaan 
c. Fotocopy KTP pasangan 
d. Fotocopy KK dan surat nikah 
e. Fotocopy KTP pemilik jaminan 
f. Fotocopy jaminan (lengkap) 
g. Fotocopy struk gaji/ penghasilan 
h. Fotocopy rekening listrik dan PDAM 
i. Surat pernyataan pasangan/ orang tua 
j. Surat pernyataan pemilik jaminan. 
Ketentuan umum pembiayaan :
74
 
a. KSPPS Marhamah dan anggota harus melakukan akad 
murabahah yang bebas riba 
b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh 
syariah Islam 
c. KSPPS Marhamah membeli barang yang diperlukan 
anggota atas nama KSPPS Marhamah sendiri, dan 
pembelian ini harus sah dan bebas riba 
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d. KSPPS Marhamah harus menyampaikan semua hal yang 
berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian 
dilakukan secara hutang 
e. KSPPS Marhamah kemudian menjual barang tersebut 
kepada anggota dengan senilai harga jual sama dengan 
harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini KSPPS 
Marhamah harus memberi tahu secara jujur harga pokok 
barang kepada anggota berikut biaya yang diperlukan 
f. Anggota membayar harga barang yang telah disepakati 
tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati 
g. Untuk mencegah penyalah gunaan atau kerusakan akad 
tersebut, pihak KSPPS Marhamah dapat mengadakan 
perjanjian khusus dengan anggota 
h. Biaya operasional (biaya administrasi, materai, notaris, 
asuransi jiwa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku) 
dibebankan kepada anggota. 
c) Pembiayaan Akad Mudharabah (Modal Usaha) 
Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha 
antar dua pihak,dimana pihak pertama yang menyediakan 
seluruh modal (KSPPS Marhamah) dan pihak kedua yang 
bertindak selaku pengelola (anggota). Keuntungan usaha 
dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan 
di dalam kontrak. Persyaratan pembiayaan :
75
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a. Telah menjadi anggota KSPPS Marhamah 
b. Sehat jasmani dan rohani 
c. Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan 
maksimal berusia 60 tahun 
d. Mempunyai penghasiln tetap dan mempunyai 
kemampuan mengangsur 





a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan 
b. Fotocopy pemohon pembiayaan 
c. Fotocopy KTP pasangan 
d. Fotocopy KK dan surat nikah 
e. Fotocopy KTP pemilik jaminan 
f. Fotocopy jaminan (lengkap) 
g. Fotocopy struk gaji/ penghasilan 
h. Fotocopy rekening listrik dan PDAM 
i. Surat pernyataan pasangan/ orang tua 
j. Surat pernyataan pemilik jaminan 
Ketentuan umum pembiayaan :
77
 
a. Pembiayaan disalurkan oleh KSPPS Marhamah 
kepada pihal lain untuk suatu usaha yang produktif 
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b. KSPPS Marhamah sebagai pemilik dana membiayai 
100% kebutuhan usaha, sedangkan anggota bertindak 
sebagai pengelola usaha 
c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan 
pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan 
kesepakatan kedua belah pihak (KSPPS Marhamah 
dan anggota) 
d. Anggota boleh melakukan berbagai macam usaha 
yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan 
syariah dan KSPPS Marhamah tidak ikut serta dalam 
manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai 
hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan 
e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan 
jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang 
f. Biaya operasional (biaya administrasi, materai, 
notaris, asuransi jiwa, sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku) dibebankan kepada anggota. 
 
C. Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Marhamah 
Pelaksanaan pemberian pembiayaan pada umumnya 
dilakukan dengan mengadakan suatu akad/perjanjian. Perjanjian 
tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang 
dan dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian 
jaminan oleh nasabah atau anggota sebagai pihak yang berhutang. 
Secara garis besar dikenal ada dua bentuk jaminan, yaitu jaminan 
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perorangan dan jaminan kebendaan. Namun dalam praktiknya yang 
digunakan di KSPPS Marhamah yaitu jaminan kebendaan. Jaminan 
kebendaan disini salah satunya berupa tanah yang dijadikan jaminan 
atau disebut dengan Hak Tanggungan. Pemberian jaminan hak 
tanggungan diberikan melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan 
(APHT) yang didahului dan atau dengan pembuatan Surat Kuasa 
Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) merupakan bagian yang 




Jaminan yang diberikan oleh nasabah atau anggota kepada 
KSPPS Marhamah hanya akan dicairkan atau dieksekusi apabila 
anggota melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang sudah 
disepakatai bersama pada saat akad. Akan tetapi, ketika anggota 
melakukan pelanggaran pihak KSPPS Marhamah tidak langsung 
begitu saja menjual atau melelang jaminan yang telah diberikan oleh 
anggota. Ada beberapa proses yang dilakukan KSPPS Marhamah 
secara bertahap dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. 
Pencairan sebagian atau seluruh asset anggota yang dijaminkan 
merupakan jalan terakhir apabila anggota  cidera janji (wanprestasi) 
atau benar-benar tidak punya iktikad baik dan sudah tidak mampu 
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D. Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian 
Pembiayaan Bermasalah 
Pembiayaan bermasalah merupakan suatu hal paling utama 
yang menjadi masalah terbesar yang dihadapi oleh lembaga keuangan 
tidak terkecuali KSPPS Marhamah. Pembiayaan bermasalah yang 
dihadapi memiliki beberapa kategori atau tingkatan mulai kategori 
kurag lancar hingga macet. Berdasarkan kategori tersebut berbeda-
beda cara penyelesaiannya. Apabila nasabah atau anggota masih 
dalam kategori kurang lancar atau diragukan maka KSPPS 
Marhamah akan menanganinya dengan memberikan restrukturisasi 
(rescheduling, reconditioning, restructuring) dimana nasabah masih 
memiliki itikad baik untuk membayar kewajibannya. 
Apabila nasabah berada dalam kategori pembiayaan macet 
dimana nasabah sudah tidak memiliki itikad baik untuk membayar 
kewajibannya maka KSPPS Marhamah akan melakukan eksekusi 
terhadap jaminan yang diberikan dimana salah satu bentuk dari 
jaminan tersebut adalah tanah atau biasa disebut dengan Hak 
Taggungan. KSPPS Marhamah terlebih dahulu akan memberikan 
surat-surat peringatan perihal akan dilakukannya eksekusi jaminan 
                                                                
79
 Hasil Wawancara dengan Bapak Firman Yoga Prayitno Staff 




apabila anggota tidak mampu atau tidak mau melunasi kewajibannya 
setelah jatuh tempo. 
Eksekusi hak tanggungan diatur dalam pasal 20 Undang-undang 4 
Tahun 1996. Eksekusi hak tanggungan ini terjadi karena pemberi hak tanggungan 
atau debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya, walaupun 
debitur yang bersangkutan telah diberikan simasi 3 kali berturut-turut. 
Eksekusi jaminan oleh KSPPS Marhamah dilakukan pada 
KPKNL setempat. Setelah KSPPS Marhamah mendaftarkan 
pelelangan KPKNL akan melelang jaminan milik nasabah atau 
anggota yang diajukan oleh KSPPS Marhamah selaku penerima 
kuasa atas jaminan tersebut. Apabila hingga pada hari dan waktu 
pelaksanaan lelang nasabah belum juga mampu melunasi maka 
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ANALISIS EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN 
SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN 
BERMASALAH DI KSPPS MARHAMAH WONOSOBO 
 
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di 
KSPPS Marhamah Cabang Kertek 
KSPPS Marhamah merupakan salah satu lembaga keuangan 
syariah yang bergerak di bidang ekonomi yang diperuntukkan bagi 
masyarakat pada umumnya. Dalam kegiatannya menghimpun dana 
dari masyarakat dan menyalurkanya kembali kepada masyarakat 
tentu KSPPS Marhamah mengalami beberapa resiko terlebih dalam 
penyaluran dananya dalam bentuk pembiayaan. Resiko yang diterima 
KSPSS Marhamah yaitu berupa pembiayaan bermasalah atau 
pembiayaan macet. Dimana anggota tidak menepati perjanjian sesuai 
akad yang telah disepakati di awal. 
Dapat diketahui bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan 
diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan 
yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar 
terwujud. Sehingga pembiayaan yang diberikan tepat mengenai 
sasarannya dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat 
pada waktunya sesuai dengan akad yang diperjanjikan di awal.
81
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Tidak kembalinya pembiayaan yang diberikan oleh suatu 
KSPPS berarti secara langsung mengancam kelangsungan hidup bagi 
KSPPS itu sendiri. Hal ini dikarenakan penghasilan Bank yang utama 
adalah dari bagi hasil dan margin (keuntungan dari jual beli) yang 
dikenakan terhadap pembiayaan yang diberikannya.Perlu diketahui 
bahwa dana pembiayaan yang diberikan tersebut sebagian berasal 
dari simpanan masyarakat baik yang berbentuk giro, tabungan 
maupun deposito anggota dimana KSPPS Marhamah dalam akan 
memberikan bagi bagi hasil kepada anggota.
82
 
Pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS Marhamah baik 
yang digunakan untuk modal kerja maupun untuk kebutuhan 
mendesak ada kalanya terjadi hambatan pengembalian oleh para 
nasabah pembiayaan sehingga menimbulkan pembiayaan 
bermasalah.Pembiayaan bermasalah terjadi akibat beberapa faktor 
baik faktor internal maupun faktor eksternal. 
Faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah dalam 
artian faktor yang disebabkan oleh pihak KSPPS Marhamah sendiri, 
antara lain : 
1. Kurangnya kemampuan marketing dalam menilai kemampuan 
calon nasabah. 
Faktor ini dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan 
bermasalah dimana marketing kurang maksimal dalam 
menerapkan prinsip-prinsip 5C (Character, Capital, Capasity, 
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2. Marketing dikejar target. 
Faktor ini adalah faktor yang sering menjadi alasan 
timbulnya pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah dimana 
marketing dikejar oleh target sehingga membuat marketing 
menggunakan berbagai macam cara agar pembiayaan yang 
diajukan oleh calon nasabah tersebut dicairkan. Marketing 
melakukan survey secara tidak mendetail kepada calon nasabah 
yang mengajukan pembiayaan padahal didalam survey sudah 
terdapat prosedur yang diberikan oleh perusahaan. Marketing 




3. Marketing memberikan pembiayaan kepada sanak saudaranya 
sendiri atau orang yang dikenal. 
Faktor ini juga dapat menyebabkan terjadinya 
pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah. Hal ini terjadi 
karena marketing memberikan pembiayaan berdasarkan rasa 
percaya yang terkadang disalahgunakan oleh pihak nasabah dan 
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4. Tidak mengecek jaminan secara detail dan salah mengapresial 
nilai jaminan. 
Faktor ini merupakan suatu hal yang sering terjadi 
dimana marketing tidak meneliti atau mengecek apakah jaminan 
yang diberikan calon nasabah sesuai atau tidak selain itu tidak 
menutup kemungkinan sering terjadinya kesalahan marketing 
dalam melakukan apresial terhadap nilai jaminan yang diberikan 
oleh calon nasabah sebagai jaminan hutang sehingga 
menyebabkan KSPPS Marhamah mengalami kerugian.
86
 
Selain beberapa faktor internal, terdapat pula faktor-
faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan 
bermasalah di KSPPS Marhamah. Faktor-faktor eksternal 
tersebut diantaranya yaitu : 
1. Manajemen usaha anggota kurang baik.87 
Nasabah tidak dapat mengelola usahanya dengan 
baik, dikarenakan nasabah tidak bisa membaca segmen pasar 
dengan baik, persaingan yang semakin ketat selain itu 
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kurangnya promosi terhadap produk atau usaha nasabah 
sehingga usaha yang dijalankan tidak berkembang. 
2. Kegagalan usaha.88 
Kegagalan usaha anggota dapat memicu terjadinya 
pembiayaan bermasalah. Kegagalan usaha ini bisa terjadi 
dalam bentuk bangkrutnya usaha atau gagal panen. Sehingga 
apabila hal ini terjadi secara terus menerus akan 
mengakibatkan nasabah tidak mampu membayar 
kewajibannya sesuai dengan akad dan bisa menyebabkan 
terjadinya pembiayaan bermasalah. 
3. Bencana Alam 
Bencana alam yang berakibat pada usaha nasabah 
dapat mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah 
dikarenakan nasabah tidak lagi menpunyai pendapatan 




Dari faktor-faktor diatas, KSPPS Marhamah seharusnya 
melakukan upaya preventif dengan melakukan analisa terhadap 
faktor-faktor penyebab diatas sehingga meminimalisisr terjadinya 
pembiayaan bermasalah. 
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B. Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian 
Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Marhamah Cabang Kertek 
Kegiatan operasional KSPPS Marhamah Cabang Kertek 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui 
pembiayaan akan menghasilkan pendapatan dalam bentuk margin, 
bagi hasil dan juga fee. Pendapatan tersebut merupakan roda 
penggerak bagi kelangsungan operasional KSPSS Marhamah. 
Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tidak lepas dari resiko-
resiko pembiayaan bermasalah. 
Dalam penanganan terhadap nasabah pembiayaan 
bermasalah di KSPPS Marhamah sudah melakukan upaya-upaya 
yang tepat melalui surat peringatan administrasi dan pencairan solusi 
melalui musyawarah. KSPPS Marhamah menwarkan strategi-strategi 
guna meringankan pembiayaan nasabah yang kesulitan dalam 
memenuhi kewajiban dalam mengangsur, yaitu sebagai berikut : 
1. Pendekatan Kekeluargaan 
KSPPS Marhamah dalam melakukan pendekatan 
kekeluargaan akan melakukan peringatan kepada nasabah 
bermasalah dengan memberikan teguran secara tertulis. Apabila 
surat teguran tidak diperoleh jalan keluar maka dilakukanlah 
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Tahap selanjutnya apabila strategi pendekatan 
kekeluargaan tidak berhasil menemukan solusi terbaik maka 
dilakukanlah restrukturisasi. Restrukturisasi terdiri dari 3 hal 
yaitu Resceduling (Penjadwalan kembali) dimana KSPPS 
Marhamah akan memperpanjang jangka waktu angsuran 
disesuaikan dengan kemampuan nasabah.
91
Reconditioning 
(Persyaratan kembali) dimana KSPPS Marhamah dapat 
memberikan kelonggaran dengan penundaan pembayaran margin 
dalam artian margin tetap dihitung akan tetapi pembayaran atau 
penagihan marginnya dilakukan setelah nasabah berkesanggupan 
selama masih dalam tenggang waktu angsuran dan bisa juga 
mendapat keringanan dalam jumlah tanggungan margin yang 
harus dibayar oleh nasabah.
92
Restructuring (Penataan kembali) 
dimana KSPPS Marhamah dapat melakukan penataan kembali 
akad yang telah disepakati.
93
 
3. Eksekusi Jaminan 
Eksekusi jaminan merupakan puncak dari piramida 
sebuah penyelesaian pembiayaan bermasalah. KSPPS Marhamah 
akan melakukan eksekusi jaminan apabila nasabah wanprestasi 
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Dari beberapa tahapan strategi penyelesaian pembiayaan 
bermasalah poin utama yang akan penulis bahas di bab ini yaitu 
mengenai Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya 
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Marhamah Cabang 
Kertek. Eksekusi Jaminan merupakan eksekusi yang dijatuhkan pada 
jaminan pembiayaan sebagai upaya penanganan pembiayaan 
bermasalah. Eksekusi jaminan ini merupakan puncak dari piramida 
tahap penyelesaian pembiayaan bermasalah. Eksekusi jaminan ini 
dilakukan terhadap nasabah pembiayaan wanprestasi dimana nasabah 
tidak lagi kooperatif atau tidak lagi memiliki iktikad baik untuk 
memenuhi kewajibannya. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis telah 
meneliti kasus eksekusi jaminan yang dilakukan oleh KSPPS 
Marhamah Cabang Kertek dengan melakukan pelelangan jaminan di 
KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) 
Purwokerto pada 14 Februari 2018.  Eksekusi jaminan yang diteliti 
yaitu dengan objek tanah atau sering disebut dengan hak tanggungan. 
Perlu diketahui bahwa kurang dari 10% BMT dan KSPPS di 
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Kabupaten Wonosobo yang berani mengambil tindakan lelang, 
diantaranya BMT Al Huda, KSPPS Marhamah dll.
95
 
Sebelum melakukan eksekusi jaminan dengan mendaftarkan 
lelang di KPKNL, KSPPS Marhamah akan memberikan surat 
peringatan tertulis yang terdiri dari :
96
 
1. SP 1 (Surat Peringatan 1), yang berisi tentang pengingat atau 
himbauan kepada nasabah mengenai tanggungan yang harus 
dipenuhi dalam pemberian SP 1 diserai dengan perincian hutang 
piutang atau pemberitahuan tunggakan. 
2. SP 2 (Surat Peringatan 2), SP 2 diberikan apabila SP 1 tidak 
menghasilkan titik temu atau solusi dan tidak terjadi perubahan 
sama sekali. SP 2 berisi tentang pengingat sekaligus sedikit 
peringatan. 
3. SP 3 (Surat Peringatan 3), SP 3 diberikan apabila SP 1 tidak 
berpengaruh apapun. SP 3 berisi peringatan keras bahwa jaminan 
akan disita dan akan diadakannya lelang jaminan. 
Dalam setiap pemberian atau pengiriman SP 1, SP 2, dan SP 
3 harus ada tanda bukti penerimaan oleh nasabah. Pengiriman dapat 
dikirim secara langsung oleh marketing ataupun dikirim via kantor 
pos, atau yang lain. Apabila nasabah tidak berada ditempat maka 
dapat ditujukan kepada kepala desa atau tokoh masyarakat yang 
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berwenang. Apabila setelah diberikan Surat-surat peringatan sampai 
pada SP 3 tetapi nasabah masih cidera janji dan tidak memilikiiktikad 
baik maka KSPPS akan segera mengurus proses pendaftaran lelang 
ke KPKNL. 
Sistem peaksanaan lelang dari tahun 2017 hingga saat ini 
menggunakan sistem Close Bidding dimana sistem pelelangan dan 
penawaran berlangsung secara tertutup. Pada Saat hendak 
mendaftarkan lelang di KPKNL terdapat beberapa persyaratan 
dokumen yang harus dipenuhi oleh KSPPS Marhamah selaku 
pemohon lelang. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya yaitu :
97
 
1. Surat Permohonan Lelang 
2. Fotokopi Surat Peringatan beserta bukti penerimaan surat 
peringatan oleh nasabah, SP 1, SP 2, SP 3 dan bukti penerimaan. 
3. Surat penunjukan pejabat penjual. 
4. Rincian hutang. 
5. Penetapan nilai limit jaminan. 
6. Surat Keterangan Rekening. 
7. Fotokopi Buku Tabungan. 
8. Fotokopi NPWP KSPPS Marhamah. 
9. Fotokopi KTP Pejabat yang menunjuk dan tertunjuk. 
10. Fotokopi akad pembiayaan. 
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11. Fotokopi SHM (Sertifikat Hak Milik), SHT (Sertifikat Hak 
Tanggungan), SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dan 
Laporan Apresial nilai jaminan. 
12. Foto Objek Lelang (Minimal dari 3 sisi) 
13. SKT (Surat KeteranganTanah) yang dimintakan pada Badan 
Pertanahan Setempat. 
Apabila semua dokumen tersebut sudah terpenuhi maka 
KSPPS Marhamah harus mendaftar secara langsung dengan datang 
ke KPKNL setempat. Untuk wilayah Kabupaten Wonosobo dan 
Bajarnegara masuk KPKNL Purwokerto, Untuk daerah Purworejo 
dan Magelang masuk KPKNL Yogyakarta sedangkan Kabupaten 
Temangung masuk KPKNL Semarang. 
Berdasarkan studi kasus yang diteliti penulis, kasus ini 
berada di kabupaten Wonosobo sehingga pejabat KSPPS Marhamah 
mendaftarkan lelang nasabah pembiayaan bermasalah di KSPPS 
Marhamah Cabang Kertek yaitu Bapak X ini kepada KPKNL 
Purwokerto. Bapak X mendapatkan realisasi pada 21 Januari 2011 
dan tanggal jatuh tempo tanggal 21 Januari 2013. Bapak X telah lama 
tidak kooperatif dalam memenuhi kewajibannya hingga pada 
akhirnya pihak KSPPS Marhamah melakukan eksekusi terhadap 
jaminan pembiayaan Bapak Xyang berupa tanah. Setelah melengkapi 
dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan melakukan pendaftaran 
lelang, KPKNL atau pejabat lelang akan menetapkan tanggal, hari 
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dan waktu pelelangan. Setelah itu KSPPS Marhamah harus 
mengiklankan pengumuman lelang di surat kabar harian atau koran.
98
 
Dalam iklan pengumuman lelang harus memuat beberapa 
hal-hal diantaranya, sebagai berikut :
99
 
a. Identitas penjual. 
b. Hari, tanggal, waktu,dan tempat pelaksanaan lelang 
c. Jenis dan jumlah barang yang akandilelang. 
d. Lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada atau tidaknya 
bangunan diatasnya, khusus untuk barang tidakbergerak berupa 
tanah dan/atau bangunan. 
e. Spesifikasi barang, khusus untuk benda bergerak. 
f. Waktu dan tempat melihat barang yang akan dilelang. 
g. Jaminan penawaran lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara, 
serta tempat penyetoran dalam hal persyaratan adanya jaminan 
penawaran lelang. 
h. Nilai limit. 
i. Cara penawaran lelang. 
j.  Jangka waktu kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli. 
k. Alamat domain KPKNL atau pejabat lelang kelas II yang 
melaksanakan lelang khusus untuk penawaran lelang melalui 
emailatau close bidding. 
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KSPPS Marhamah dalam menentukan nilai limit jaminan 
yang akan dilelang dapat menentukan nilai apresial sendiri ketika 
nilainya kurang dari 100.000.000, namun apabila nilainya lebih dari 
100.000.000 maka KSPPS Marhamah bekerjasama dengan apresial 
independen yaitu Yanuar Bi dan rekan.
100
 
Apabila sampai pada waktu dimana pelaksanaan pelelangan 
yang sudah ditetapkan tetapi nasabah masih belum bisa melunasi 
kewajibannya yang tertunggak maka dilaksanakanlah pelelangan. 
Ketika pelelangan berlangsung dalam sistem tertutup maka yang 
wajib menghadiri pelelangan adalah pendaftar lelang, saksi dan 
pejabat lelang. Pada saat proses lelang berlangsung semua pihak yang 
hadir dalam pelelangan tidak bisa mengetahui apakah pelelangan ini 
berhasil dalam arti ada pembeli atau gagal karena tidak ada pembeli. 
Apabila pada saat lelang tidak ada pembeli maka KSPPS Marhamah 




Dalam studi kasus yang penulis teliti, pada saat lelang di 
KPKNL Purwokerto proses pelelangan berlangsung secara baik dan 
terdapat pembeli sehingga proses pelelangan dapat dikatakan 
berhasil. Pada saat pelelangan tersebut berlangsung pejabat lelang 
akan menjelaskan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik bagi 
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pemohon lelang maupun pembeli. Dan setelah ditetapkan pemenang 
lelang maka KPKNL memberikan tenggang waktu bagi pembeli 
untuk melakukan pelunasan. Dan KSPPS Marhamah wajib 
memberikan surat pemberitahuan kepada nasabah perihal jaminan 
sudah laku terjual. Selain itu, adapun biaya-biaya yang harus dibayar 
oleh pemohon elang dan pembeli,antara lain :
102
 
a. Bagi pemohon lelang 
1. Bea Lelang 2,5% dari nilai yang terjual. 
2. PPH 5% dari nilai yang terjual. 
b. Bagi pembeli 
1. Bea lelang 2% dari nilai yang terjual. 
2. BPHTB (Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) 
dengan perhitungan nilai yang terjual – 60.000.000 x 5% 
(kalau kurang dari 60.000.000). 
4. Biaya balik nama yang ditentukan oleh BPN Setempat. 
Setelah proses lelang selesai, dan pihak KPKNL sudah 
mentransfer hasil dari penjualan lelang maka KSPPS Marhamah 
berhak mengambil haknya atas hasil penjualan barang jaminan 
milik nasabah pembiayaan bermasalah yang terdiri dari utang 
nasabah beserta dengan margin dan biaya-biaya pelelangan 
beserta iklan. Apabila masih ada sisa maka wajib bagi KSPPS 
Marhamah untuk mengembalikan kepada nasabah. 
                                                          
102
 Hasil Wawancara dengan Bapak Firman Yoga Prayitno Staff Internal 







Berdasarkan pembahasan yang telah telah diuraikan oleh 
penulis tentang eksekusi jaminan hak tanggungan sebagai upaya 
penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Cabang 
Kertek, maka penulis dapat manarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya 
pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Cabang Kertek, 
baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal 
bersumber dari internal KSPPS Marhamah sendiri sedangkan 
untuk faktor eksternal bersumber dari pihak nasabah ataupun 
faktor-faktor luar lainnya. Faktor internal terdiri dari : pertama, 
kurangnya kemampuannya marketing dalam menilai kemampuan 
calon nasabah dimana marketing kurang maksimal dalam 
menerapkan prinsip-prinsip 5C (Character, Capital, Capasity, 
Collateral dan Condition). Terutama 3 prinsip utama yaitu 
Character, Capasity dan Collateral. Kedua, faktor dimana 
marketing KSPPS Marhamah Cabang kertek dikejar terget yang 
diberikan oleh perusahaan sehingga membuat marketing hanya 
terfokus pada target agar selalu terpenuhi tanpa melakukan 
prosedur pembiayaan yang tepat dan asal merealisasi 
permohonan pembiayaan dari calon nasabah. Keempat, 
marketing memberikan pembiayaan kepada sanak saudaranya 
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sendiri dan kerabat dekat atau orang yang dikenal sehingga 
membuat marketing tidak melakukan survey secara mendetail. 
Kelima, marketing tidak mengecek jaminan secara mendetail dan 
salah dalam mengapresial nilai jaminan yang diberikan oleh 
calon nasabah. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari : pertama, 
menejemen usaha nasabah kurang baik dimana nasabah kurang 
tepat dalam membaca segmen pasar dan persaingan pasar yang 
semakin ketat. Kedua, kegagalan usaha diamana ketika usaha 
atau panen nasabah gagal dapat menyebabkan nasabah kesulitan 
dalam membayar kewajibannya. Ketiga, bencana alam yang 
berdampak pada usaha nasabah sehingga menyebabkan nasabah 
kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. 
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah bagi nasabah yang masuk 
dalam kategori macet di KSPPS Marhamah menempuh jalan 
eksekusi jaminan, yaitu dengan melakukan prosedur eksekusi 
terhadap jaminan hak tanggungan sebagai berikut : pertama, 
KSPPS Marhamah akan memberikan surat peringatan hingga 3 
kali apabila surat peringatan tersebut tidak dapat menemukan 
solusi maka akan dilakukan pendaftaran lelang ke KPKNL. 
Kedua, KSPPS Marhamah menyiapkan semua dokumen-
dokumen yang diperlukan guna pendaftaran lelang eksekusi 
jaminan. Ketiga, setelah semua syarat pendaftaran terpenuhi 
KSPPS Marhamah akan melakukan pendaftaran ke KPKNL dan 
proses lelang ini bersifat tertutup. Keempat, setelah KPKNL 
menetapkan tanggal dan waktu pelaksanaan lelang KSPPS 
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Marhamah mengiklankan pelelangan di surat kabar. Kelima, jika 
sampai pada hari dimana pelelangan itu dilaksanakan apabila 
nasabah masih tidak mampu melunasi kewajibannya maka 
dilaksanakanlah lelang. Keenam, dari hasil pelelangan KSPPS 
Marhamah akan membayar semua bea lelang dan iklan dan juga 
mengambil hak atas tunggakan pembiayaan oleh nasabah. 
Apabila masih ada sisa dari penjualan barang jaminan KSPPS 
Marhamah akan mengembalikannya kepada nasabah. Proses 
eksekusi jaminan yang dilakukan oleh KSPPS Marhamah sudah 
sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan. 
 
B. SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh 
dari KSPPS Marhamah Cabang Kertek dan Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, mengenai 
lelang eksekusi jaminan Hak Tanggungan oleh KPKNL Purwokerto. 
Dan penulis menyimpulkan ada beberapa saran yang hendak penulis 
sampaikan yaitu sebagai berikut : 
1. KSPPS Marhamah Cabang Kertek diharapkan mampu 
meminimalisir faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya 
pembiayaan bermasalah. 
2. KSPPS Marhamah mampu lebih cepat sigap dalam mengurus 
pembiayaan-pembiayaan yang sudah masuk dalam kategori 
pembiayaan kurang lancar. 
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3. Diaharapkan KSPPS Marhamah dapat menjaga komunikasi dan 
selalu membina hubungan yang baik dengan nasabah agar dapat 
mengetahui keluhan yang dialami nasabah dalam menjalankan 
usahanya untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan 
bermasalah. 
4. Penerapan 5C harus selalu diterapkan sesuai dengan prinsipnya. 
Karena merupakan faktor yang sangat penting dalam kelancaran 
pengembalian pembiayaan yang diberikan oleh nasabah. 
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